BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT

Menimbang

Mengingat

DESA DALAM KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5)
dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
menetapkan  Peraturan Bupati Bengkalis tentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25).

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 5587).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539).






7.

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 113 ’I‘ahun'

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

MEMUTUSKAN

. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN‘
S . TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM
KABUPATEN BENGKALIS ) LT ’

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dlmaksud dengan

e ‘_.Daerah adalah Kabupaten Bengkahs,
 penyelenggara ' ‘Pemerintah Daerah yang memlmpm PRI

Pemenntah Daerah adalah Bupati sebaga1 unsur

- pelaksanaan urusan pemenntahan yang men_]adl
. kewenangan daerah otonom; : :

. Bupat1 adalah Bupat1 Bengkahs,

Camat adalah Camat dalam Wllayah Kabupaten

- Bengkahs

.;‘Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam W1layah
3 VKabupaten Bengkalis; :

‘Pemermtahan Desa adalah penyelenggaraan urusan -

pemerintahan dan kepentingan masyarakat ‘setempat

‘"dalam sistem pemenntahan Negara Kesatuan Repubhk .

i Indonesm, :

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang dlsebut
~ dengan nama- lain dibantu Perangkat Desa sebaga1
~unsur penyelenggara Pemenntahan Desa; . .

. Dana Desa ‘adalah dana’ yang bersumber dari Anggaran‘ ‘,
2 Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi -

. Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis ‘dan digunakan
untuk - membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

) pelaksanaan - pembangunan, = pembinaan -

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
Alokasi Dana Desa, selanJutnya d1s1ngkat ADD, adalah

-~ dana penmbangan yang diterima Kabupaten Bengkahs

g dalam ‘Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
= Kabupaten Bengkahs setelah d1kurang1 Dana Aloka31_
\ }Khusus, S

-~ 10.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang
selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat

j -desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan
i pengelolaan keuangan desa, i >



£

1 1,> Anggaran Pendapatan dan Belan_)a Desa adalah rencana -

‘keuangan tahunan pemerintahan Desa: yang dibahas
- dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD
- yang dltetapkan melalui Peraturan Desa, : o

12, Penghasﬂan ~ Tetap - adalah fixed “income  yaitu

- pendapatan ' yang Jumlahnya “tidak dipengaruhi oleh

. perubahan tingkat harga - sebagalmana dltetapkan
. dalam kontrak peraturan, dan sebagaunya,

13 Tun]angan adalah unsur—unsur ‘balas ‘1asa yang'

-~ diberikan’ dalam nilai ruplah secara langsung kepada i

LR karyawan 1nd1v1dua1 dan: dapat d1ketahu1 secara pasti;
»1:14’.‘ Honorarium adalah upah sebaga1 1mba1an Jasa yang '
o dlbenkan diluar gaji. - . .

o e BABII | |
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA =
; DAN PERANGKAT DESA | o

Baglan Kesatu
“ Penghasﬂan Tetap

_ -~ Pasal 2 :
o1 Kepala Desa dan perangkat Desa :memperblch

R penghas:llan tetap setiap bulan. - -

2. ] Penghasﬂan tetap kepala Desa dan perangkat Desa‘
. sebagaimana dimaksud pada: pada ayat (1) dlanggarkan '
- dalam APBDesa yang bersumber dan ADD : :

Pasal 3

A 'Besaran penghasﬂan tetap kepala Desa dan perangkat Desa
sebagaiman tersebut pada Pasal 2 ayat (1) adalah sebageu
berlkut SRR e ‘ R e : S

a Kepala Desa i -R‘p‘ 3. 500 000 00

b. SekretarisDesa . :Rp.2.450.000,00
c. Perangkat Desa selain Sekretans Desa Rp. 1.750.000, 00 . )

-' 'Bagian Kedua
’I‘unJangan S

Pasal 4

o Selain péhghasilan tetap, kepala Desa dan pefangkat ‘Desa

menerima tunjangan dan penenrnaan lain yang sah yang
- bersumber dar1 APBDesa ~ . .




‘ :Pasalfs |

| Besaran tun_]angan kepala Desa sebagalman tersebut pada’
Pasal 4 adalah menggunakan perhltungan sebagai berikut :

a.. ;APBDesa | yang bexjumlah kurang “dari  Rp. |
.~ 3.500.000.000,00 (tlga milyar lima ratus Juta rupiah)-
- ‘besaran maksimal tunjangan adalah sebaga1 benkut

: VKepalaDesa g o RplOOOOOOOO

b. APBDesa yang beljumlah leblh dan Rp 3 500 000 000 ,00
» (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan
-Rp.5.000.000.000,00 - (lima milyar rupiah) besaran 7
~maksimal tunJangan adalah sebagau benkut '

'rKepa.laDesa » S Rp125000000
" c. APBDesa yang berjumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00

. (lima milyar rupiah) besaran maks1ma1 tunjangan adalah ,
sebagai berikut : A T o

KepalaDesa };:_f;:_,"Rp‘.lk;SOb.OO0,0‘O ol

Pasal 6

_'_(1) Perangkat Desa yang d1tun_]uk sebaga1 P’I‘PKD mendapat'

penerlmaan lain yang sah berupa honoranum yang G i

bersumber dari APBDesa

(2) Besaran Honoranum PTPKD sebagalmana dlmaksud pada‘
) ayat (1) adalah sebaga1 benkut ot

-a. Koordmator e E T Rp 500 000 00
b. Pelaksana Tekms (Kepala Urusan) : Rp. 300.000.00

(3) Staf Desa yang d1tun_]uk sebaga1 Bendahara mendapatk |
‘Honorarium PTPKD sebagmmana tersebut pada ayat (2)
huruf b.: : o

| BABII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal7 | |
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, ,méké: L
" 1. Peraturan 4B-upati‘ Bengkalis Nomor 7 Tahun 2013 tentang ‘
Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Tetap

Kepala  Desa, Perangkat Desa - dan  Badan
- Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bengkalis. ' '




)

2. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 20/KPTS/1/2014
tentang Penetapan Besaran Tunjangan Tetap Kepala
Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa
di Kabupaten Bengkalis,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya dalam  Berita Daerah  Kabupaten
Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada Tanggal 17 Maret 2015

‘ﬁBUPATI KALISA—

H. LIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis

Pada Tanggal 17

Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H.

HANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 19



